
Peran Pemerintah dalam Ekonomi
Pasar Terbuka

AriefRamelan Karseno

PendahuluanPerekonomian Nasional yang
semakin terbuka dan terintegrasi
dengan perekonomian negara-
negara di dunia, memberikan
indlkasi, bahwa kisah sukses

suatu perekonomian nasional tidak lagi
ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan
komparative klasik, tetapl dlpengaruhi oleh
banyak hal laindiluar peaisahaan. sebagai
pelaku utama ekonomi. Ketatnya
persalngan global, telah banyak membuat
para pengusaha nasional mengalami
kemerosotan pangsa perdagangannya.
Banyak ekonom dan pengusaha yang
mulai menduga, bahwa titik lemah
perdagangan internasional dan
perekonomian Indonesia pada umumnya,
terletak pada pola "pengendalian pasar"
yang dllakukan .oleh pemerintah,
khususnya pada tingkat pelaksanaan.

"Kualitas intervensi pemerintah"
sudah mulai dipertanyakan oleh banyak
pihak, sehubungan dengan kemerosotan
daya saing industri nasional kita di luar
negeri. Banyaknya "variasi" regulasi dan
intervensi pemerintah terhadap kegiatan
perdagangan dan industri dipandang telah
banyak menurunkan "kualitas" intervensi
Itu sendiri. Persoalannya adalah apakah
campurtangan pemerintah didalam
perekonomian dapat memperbaiki
keadaan dan dapat dibenarkan.

Tulisan in) akan membahas.
perbedaan pandangan tentang peran
pemerintah didalam perekonomian dan
konsep atau pendapat yang mendukung
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masing-masing konsep yang berbeda itu.
Pada akhir tulisan ini akan ditunjukkan
posisi pemerintah di daiam keterlibatan
usaha di Indonesia, serta sedlkit diskusi
tentang keterlibatan tersebut.

KontroversI tentang Reran Pemerintah
llmu ekonomi telah- lama

berkembang, mencari peran dan
bentuknya didalam kehidupan umat
manusia dl dunia. Sejak masa "
keiahirannya", yaitu ketika pertama kali
buku The Wealth ofNationyang (^\\u\\so]eh
Adam Smith (1776) diterbitkan, ilmu
ekonomi adalah ilmu yang sangat
mempercayai keampuhan mekanlsme
penyelesalan "konflik" kepentingan antara
berbagai kelompok (dan individu) umat
manusia. Mekanisme pasar yang otomatis
the invisible hand itu telah banyak
membuat perekonomian suatu bangsa
menjadi maju dan berkembang seperti
sekarang ini. Konsep freemarkef seperti rtu
telah banyak dlpengaruhi oleh doktrin
'Yunani' yang sering dikenal dengan
sebutan natural law doctrine

Doctrine natural law ban natural lib
erty (laissez fair) yang merupakan dasar
bagi berkembangnya teori ekonomi
neoklasik Itu, pada dasarnya memberikan
suatu prasyarat bagi sistem ekonomi suatu
bangsa, tentang adanya pembatasan
peran pemerintah didalam perekonomian.

"Natural law implied a restriction of
the function of goverment, in the interest
of the liberty of the individual" (Adam Smith
(1776) dalam Ekelund (1983))
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Dari pandangan inl sangat jelas terllhat,
bahwa dimasa lalu, Pemerintah leblh sering
dipandang sebagai 'musuh' darlpada
sebagai ' kawan' didalam perekonomian
suatu bangsa. Karena pada saat itu,
campurtangan pemerintah dianggap akan
mengganggu mekanisme pasar. Dan dari
tangan pemerintah pulalah muncul mo
nopoly power yang akan merusakkan
persaingan pasar bebas.

SepertI pula diketahui oleh banyak
pihak,gerakan ant!monopoll sudah dimulal
sejak jamanAdam Smith inl. la menslnyallr
adanya kecenderungan masyarakat bisnis
yang memlllkl kecenderungan untuk
melakukan usaha yang merugikan
kepentlngan "publik" (negara). Atas dasar
Itu la berpendapat, bahwa monopoll adalah
"musuh terbesar" bagiperekonomian yang
balk.

"People of the same trade seldom
meet together, but the conversation
ends in a conspiracy against the public, or
insome contrivance to raise price" (Wealth
of Nations, p 128)

Sementara Itu, kepercayaan pada
mekanisme pasar otomatis itu, telah
sedemlkian besar dampaknya pada
perkembangan perekonomian bangsa-
bangsa, sampal pada suatu periods The
Great Depression 1930-an yang telah
memberikan buktisebaliknya. Yaitu bahwa
mekanisme pasar yang didasarkan atas
doktrin natural Law itu kurang
memperhatikan peran masyarakat pada
umumnya dan public sector pada
khususnya. Dengan pendekatan baru ini,
peran pemerintah sebagai agen dalam
public sector service menjadi semakln
nyata dan pendapat yang cenderung 'anti
pemerintah' menjadi sirna. {Terimakasih
pada J.M. Keynes, 1937). Atas jasanya,
pemerintah pada saat ini tidak lagi
dipandang sebagai 'musuh' bagi
perekonomian suatu bangsa. Campur
tangan pemerintah justeru sering
dipandang sebagai faktor pendorong
perekonomian, kususnya bagi negara
sedang berkembang.
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Pada dasarnya campur tangan
pemerintah tidak selamanya beraklbat
negatif pada perekonomian masyarakat.
Campur tangan dan regulasi pemerintah
dapat dlbenarkan, apabila ada alasan-
alasan berikut inl: (Kahn, 1989)
1. Apabila Intervensi dan regulasi

pemerintah tersebut menyangkut
Industri yang tidak saja memlllkl skala
ekonomi yang besar, tetapi juga
memiliki keterkaltan luas pada Industri
hillr yang lalnnya. Dengan kata lain,
Industri tersebut adalah Industri yang
merupakan infrastructure bagi
pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Industri ini dikenal dengan
nama industri slrategis.

2. Regulasi dilakukan untuk mellndungi
industri natural monopoly yang hanya
bisa beroperasi dalam keadaan "tidak
merugl" apabila hanya terdapat supplier
tunggal" didalam perekonomian. Dalam
hal ini regulasi dimaksudkan untuk
mengusahakan harga yang leblh
rendah dan mellndungi kepentlngan
umum.

3. Apabila karena satu dan lain hal,
"persaingan pasar" tidak berjalan
sepertI seharusnya.

Ketiga hal tersebut diatas,
disamping pertimbangan pentingnya
persatuan dan kesatuan bangsa, telah
memberikan justiflkasi yang kuat tentang
keberadaan pemerintah didalam
perekonomian pasar terbuka, dewasa ini.
Namun demiklan perlu diingat bahwa
didalam kehidupan ekonomi yang mulal
berkembang dan semakin terbuka,
kegiatan usaha dan industry mulal
bervariasi. Perdagangan internasional
telah banyak mendorong munculnya
produk-produk perdagangan baru yang
pada masa lalutidak pernah terbayangkan
akan terjadi.

Dengan semakin banyaknya variasi
produk yang muncul dewasa Inl,
mempunyal akibat yang signifikanterhadap
perluasan klasiflkasi produk manufaktur
dan perdagangan. dalam banyak hal.
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indsutri masih dapat digolongkan kedalam
ketiga kategorl tersebut diatas. Yaitu,
industri strategis, natural monopoly, dan
market failure. Namun demlkian, masih
terdapat lebih banyaklag) komoditi industri
yang tidak bisa digolongkan kedalam
kategoritersebut. sehubungan dengan itu,
keabsahan campur tangan pemerintah,
sebagai 'pahlawan' yang membantu
menyelesaikan kegagalan pasar menjadi
perlu dipertanyakan lagi. Utamanya apabila
regulasi pemerintah menyangkut kelompok
komoditi industri 'baru' yang sebenarnya
tidak memiliki gejala akan adanya market
failure

Keterllbatan Pemerintah dalam Industri
dl Indonesia

Kemunduran peran pemerintah
didalam perekonomian nampak sangat
jelas terjadi di Indonesia,sejak era
keterbukaan ekonomi mulai dicanangkan.
Serial deregulasi sektor manufaktur yang
dimulai tahun 1986, dan masih terus
dilakukan sampal saat ini, pada dasarnya
telah berhasil mempercepat berlakunya
sistem pasar gaya laissez fair di hampir
semua sektor ekonomi dan industri.
Sebagai akibtnya, permasalahan monopoli
baik yang dilakukan oleh iembaga
pemerintah sendiri maupun yang muncui
sebagai akibat peraturan pemerintah yang
'kurang sempurna' telah banyak
dipersoalkan orang. Meskipun seperti
diketahui fenomena ini dimasa lalu, tidak
dirasakan 'janggal' oleh masyarakat umum
dan bisnis. Dari sini sangat jelas terlihat
adanya gejala semakin menonjolnya
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kepentingan 'individu' (sebagai akibat
pasar bebas) yang segera berhadapan
dengan kepentingan 'regulator*

Sementara itu yang disebut
"kepentingan dan prioritas nasional" juga
telah banyak berubah sebagai akibat
proses deregulasi ini. Ukuran "ketahanan
ekonomi nasional" yang dahulu diukur
dengan self sufficiency pada segala bidang
industri, sekarang ini telah beralih kepada
cadangan devisa dan penerimaan expor"
Sebagai konsekwensinya, pertumbuhan
industri berorintasi expor dan daya saing
industritelah dijadikan agenda utama pada
setiappembicaraan negara. Dalambahasa
retorls dapat dikatakan, bahwa ketlka
masyarakat sudah berubah menjadisangat
dinamis, peran pemerintah sebagai
dinamisator pembangunan menjadi kurang
siperlukan. Ketika mekanisme pasar sudah
mampu menyelesaikan semua
permasalahannya sendiri, "regulasi
pemerintah" menjadi second best policy
option"

Didalam kenyataannya, keterllbatan
dalam bidang-bidang industri di Indonesia
masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari
besarnya saham pemerintah di berbgai
sektor manufaktur dan industri jasa lainnya.
Struktur industri yang dahulu banyak
menjadi monopoli pemerintah dan menjadi
"industri publik" telah banyak berubah
menjadi industri yang berstruktur oligopoli
atau persaingan monopolistlk. sebagai
akibatnya, daya saing industri pemerintah
menjadi nampak semakin buruk (lihat
tabel 1)

Tabel 1 :

Distribusi "Return on Invesment" BUMN (Non Bank) 1987 • 1992

No Tingkat ROl 1987
(%) Unit

1988

(%) Unit
1989

% Unit

1990

(%) Unit

1991

(%) Unit

1992

(%) (%)

<12 143 78,142 141 75,4 142 75.94 128 68,82 142 76,3 143 77.3

1 12.00-14.99 fi 3,2787 11 5,88 12 6,417 14 7,527 13 6,99 13 7,03

? 15.00-19.99 16 8,7432 16 8,56 20 10,7 18 9,677 16 8.6 13 7,03

3 20.00-24.99 6 3,2787 4 2,14 2 1.07 12 6.452 5 2,69 6 3,24

4. > 25.00 12 6,5574 13 6,95 11 5,882 14 7,527 10 5,38 10 5,41

Jumlah 183 100 187 100 186 100 186 100 185 100 185 100

Sumber: Departemen Keuangan, 1993, diolah
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Darlsebanyak 185 BUMN yang ada
di tahun 1992,77,3% dlantaranya memlllkl
return on invesment (ROI) dibawah 12%
yaitu perkiraan opportunity cost untuk
tahun 1992. Sedangkanselebihnya cukup

.profitable dan effisien. Indikator Ini
memberlkari gambaran bahwa dalam ha!
'effisiensi dan daya saing, pemerintah
memang tidak memlllkl keunggulan.
Pemerintah akan sangat diperlukan blla
opportinuty cost darl InvestasI menjadi
sangat rendah, misalnya 5 persen. Dengan
kata lain, (seperti pendapat Kahn),
pemerintah haus memilih bidang yang
mengandung market failure atau natural
monopoly

Sementara itu, pada tabel 2 dan
tabel 3 dapat dillhat sektor-sektor Industri
yang memberikan kontrlbusi paling besar
bagi expor dan import serta value-added
darl tahun 1975 sampal dengan 1990.

Apablla dllihal darl distribusinya, export
primary telah semakin menurun, sedang
peran sektor manufacturing menjadi
semakin domlnan. Namun demikian,
penurunan export share pada primary
Industrly ternyata hanya sebaglan
digantlkan oleh manufacturing Industry.
Besarnya penlngkatan export manufactur
ing Industry Inl terutama disebabkan oleh
tinggninya pertumbuhan exporrt light In
dustry. Sedangkan pertumbuhan heavy
industry export tIdak cukup besar
menggantikan sektor primer. Padahal dtsisi
Import heavy Industry menyumbangkan
deflsit yang paling besar bagi neraca
perdagangan Indonesia {70,69 persen dl
tahun 1990). Sementara Itu, darl segi value
-added, non manufacturing Industry
memlllkl kontrlbusi yang cukup besar di
tahun 1990 (47%), mesklpun hal itu tIdak
dllkuti dengan kontrlbusi yang kuat dldalam

Tabel 2 :

Sectoral Share of Exports (%) Sectoral Share of Imports (%)•
1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

/Vhole Industry (1-41) 100 100 100 100 100 100 100 100

. Primary Industry (1-2) 80,99 82,46 67,71 43,08 4,85 10,02 12,28 6,44
Manufacturing industry (3-40) 7,63 9.14 19,67 38,11 86,32 79,93 69,54 80,24

Light Industry (3-16) 0,84 2.1 7,78 26 11,61 9,59 4,31 9,55
Heavy &Chemical Industry(17-40) 6,79 7.04 11,89 12,11 74,71 70,34 65,23 70,69

Non - manufacturing Industry(41) 11,38 8.4 12,62 18,81 8,83 10,05 18,18 13,32

Sumber; Hayashi Mitsuhiro

label 3:

Gross Output (%} Value • Added (%)
1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

Whole Industry (1-41) 100 100 100 100 100 100 100 100

Primary Industry (1-2) 37,88 39,05 29,73 24,73 47,79 50,37 40,35 34,85
Manufacturing Industry (3-40) 22,71 21,99 26,55 30,89 11,15 10,29 13,11 18,15

Light Industry (3-16) 14,04 12,08 14,1 17,86 6,23 5,77 6,29 10,5
Heavy &Chemical Industry(17-40) 8,67 9,91 12,45 13,02 4,92 4.52 6,82 7,65

Non - manufacturing Industry (41) 39,41 38,95 44,02 44,38 41,06 39,34 46,54 47

Sumber: Hayashi Mitsuhiro
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export tahun 1990 (18,81 %)
Melihat komposisi expor, import dan

value added tersebut, dapat ditarik benang
merah yang menunjukkan, bahwa
berdasarkan tabel 1 - 5 tahun 1990, pada
saat in! Indonesia menghadapi persoalan
besar di sektor manufacturing heavy in
dustry (industri berat) . Sektor inl adalah
sektor yang memerlukan kapital besar dan
skala ekonomi yang besar pula. Dalam
bahasa ekonomi regulasi, sektor ini adalah
sektor yang memiliki struktur natural mo
nopoly. Secara teoritis, di sektor inilah
pemerintah sebalknya memiliki peran yang
paling besar, karena apabila dilaksanakan
oleh swasta, akan menlmbulkan lebih
banyak distori pada perekonomian secara
makro.

Sedangkan apabila dilihat dari
keterlibatannya dibldang Industri secara
umum, ternyata pemerintah banyak terlibat
pada sektor-sektor Industry yang "terbuka"
secara internasional. Secara kebetulan
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sektor yang melibatkan saham
pemerintaha dalam jumlah yang cukup
besar, justru memiliki"Items" ber-lndex ISP
negatif yang lebih banyak, mesklpun juga
memberlkan value added yang paling
besar ke dalam negeri. (lihat tabel 4 dan
5). Hal inl sangat boleh jadi disebabkan
oleh karena keterlibatan pemerintah di
sektor-sektor Inl, telah menyebabkan harga
domestik menjadi semakin tinggl. karena
adanya monopoli. Dengan kata lain,
keterlibatan pemerintah memang telah
berhasil mendorong perekonomian
naslonal (GDP) untuk melaju sangat cepat,
tetapl belum berfungsi untuk mendorong
tumbuhnya pasar yang competitive dan
effisien. Dengan demlkian, usaha
pemerintah sampai saat ini belurh
mengarah pada usaha penciptaan Industri
naslonal yang mandiri dan kuat didalam
menghadapi pasar terbuka. Usaha
yangdilakukan selama Ini masih terbatas
pada usaha meningkatkan pendapatan
nasional.

Tabel 4:

Rangkuman Index Speclallsasi Perdagangan dalam 3 • Digit ISlC

sue ISP Negalrf/Posilif G-share (% JUMLAH KOMODITI

1900 1988 1992 1995

000 MAKANAN 26.5 21 Id 20

15 iB 16
100 lujINUMAN dan TEM9AKAU 0.1 1 1 3

mmmmmm mimmmmm 1
200 BAHAN BAKU INDUSTRI 4.8 20 5; - 24

wrnMmmmii 13 12
300 MINERAL,PUEL.LUBRICAN. dll n.a " 4 4 • 6

• 6 mmmmmm
400 LEUAK/MINYAK HEWAN DAN NABATI n.a 2 0 1

2 4 3
500 KIMIA 16.7 30 30 29

s mrnmmmm 4

600 BARANG MANUFAKTUR 12.1 33 33 33

19 • 19 19
700 MESIN DAN ALAT TRANSPORT 3.7 45 44

800 BARANG MANUFAKTUR LAIN-LAIN 0.1 13
15 CD mmmmmrnm

900 ALA7-ALAT TRANSAKsI n.a 5 4
'1

Total ISP Negatif 15 176' " 169 177
total ISFPositrt 65

ISP Negaiif
ISP Positir

Sumber: Statistik Expor- irnpor, BPS berbagai tahun
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Tabel 5:
Industry Value Added Share of State Owned Enterprises

ISIC Industry 1985 1986 1967 1988 1989 1990

311 Food products 32,8 39,3 43,4 36,5 34 42.1
312 Food Products 17.9 13,3 12.1 14.1 7.5 14,9
313 Beverages 0 0.9 0 0 0.1 0
314 Tobaco 0,1 0 0,1 0.1 0.1 0.1
321 Textile 10,7 13 5.9 5.5 3.5 2.7
322 Garment 0 0.1 0 0 0.2 0.2
323 Leather products 1 0.2 5.5 0.9 0.8 0.2
324 Footwear 0 0 0.5 0.2 0.7 0.1
331 Wood products 16 15,5 1.3 1.5 1.3 1.6
332 Furniture 0.1 0 0.1 0 0 0.5
341 Paper products 17.1 10,9 6.6 4.1 11.2 4.8
342 Printing ^publishing 6.5 31,8 24,9 22.3 27.2 25,2
351 Basic chemicals 66,4 61.7 73,1 67.3 60,9 44,6
352 Other chemicals 5,3 2.9 4.9 6.3 6.7 5.5
355 Rubber products 6.1 12.2 23,8 33.7 14.6 26,6
356 Plastics 0 0 0 0 0 0
361 Pottery &China 1,7 0.3 0.5 0.6 2,7 0.2
362 Glass products 2,5 1.7 0 2.9 7.7 13.4
363 Cement 21 37.7 30,5 60,2 50.8 53
364 structural clay prod 2.7 5.8 4.6 -0.2 0.3 6.1
369 Other non-metalic 6,9 7.6 2.6 4.2 3.7 2,2
37 Basic metal 105 47 71 51.8 57.4 60.8
361 Metal products 3,6 2,9 1.4 3.3 2.5 3.3
382 Non - electric mach 30,7 17.3 17.3 16.5 18.9 1.4
383 Electrical equip 15.2 17.5 13,9 30.7 23.6 2.8
384 Transport equip 14.5 1t.9 19.1 23.6 7.8 6.9
385 Professional equip 0 0 0 0 0 0
39 Miscellanous 0 0 0 0 0.1 0.1

Total 20.6 18 19.1 18.6 15,2 15

Source : BPS/World bank 1993

Kesimpulan
Tekanan pasar Global Industri dalam

negeri, telah membawa neraca
perdagangan dan neraca berjalan Naslonal
dalam posisi yang semakin sulit. Peran
pemerintah yang sangat dominan dl hampir
semua sektor industri, mesklpun telah
cukup memberlkan sumbangan pada
penlngkatan pendapatan naslonal, tetapi
temyatatidak cukup mampu menlngkatkan
daya saing Industri naslonal.

Ketertlnggaian Industri naslonal
dibidang "Industri berat" sebenarnya telah
cukup banyak ' mellbatkan saham
pemerintah didalamnya. Namun demiklan,
keterllbatan Itu belum mengarah pada
tumbuhnya "mekanlsme pasar"
yangcompetltive dan efflslen di dalam
negeri. Tekanan perdagangan
internaslonal akan secara sistematis
mendorong "regulasi" pemerintah menjadi
leblh efflsien dan effektlf.
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